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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR: 93 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISAS]I BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang -

Mengingat

KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3SA

&

BUPATI CIANJUR,

balhwa pembeniukan unit organisasi bersifat khusus
rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan

&l

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan susunan organisasi UOBK RSUD,
maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a periu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit
Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

tIndang-lUindang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5072);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Namor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik




23

10.

11,

12.

Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembarsn
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2023 tentang
Keschatan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2023  Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887];

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 20135 tentang
Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5777).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3887 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pedayanan Kesehatan [Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelengparaan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6659).

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik
[ndonesia  Tahun 2021 Nomor 316).



Menetapkan

13, Permturan Menteri Pendayagunann Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penvederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525

13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Mekaniame Kinerja Sistermn Manajemen Pegawal Negeri
Sipil ({Berita Negara Republik indonesia Tahun 202]
Nomor 210).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkst
Daerah Kabupaten Cianjur {Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016 Nomor 8}, sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lemmbaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 33);

MEMUTUSEKEAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT] CIANJUR NOMOR

71 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
ORGANISASE BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH i LINGKUNGAN PEMERINT AH
KADUPATER CLATIJUR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah
i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur {Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2021 Nomor 71), diubah sebagal berikut:

1. Ketentuan BAB [, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!I SERTA
TATA HUBUNGAN KERJA, Bagian Kesatu, Kedudukan, Pasal 4 ayat |
[satu) dan ayat (2), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1]

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS] SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan




Pasal 4

(1) UGBK RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah
Daerah dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus
berkedudukan di hawah Dinas Kesehatan untuk mendukung
penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

(2} UOBK RSUD dipimpin ¢léh direkiur yang metupakan seorang !enaga
medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang
perumahsakitan.

(3] Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian
laporan keuangan, laporan penggunasn dan penatausahaan barang
milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

(4) Penvampaian laporan sebagaimana dimaksud pada avat (3] digunakan
untiuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan
daerah.

2. Ketentuan Bagian Kesatu, Susunan Organisasi RSUD Sayang Pasal 9
ayat (1) dan avat {2] diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi UOBK RSUD Kelas B

Pasal 9
(1) Susunan organisagi OUBK RSUD Kelas B, terdiri dari:
a. Direktur.
b, Wakil Direktur Administras! Umum, terdiri atas :

b.1. Bagian Umum, terdiri dari Kelompok .Jabatan Fungsional dan
Pelaksana.

b.2. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana.

b.3. Bagian Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana.

¢ Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas :

¢.]1. Bidang Medik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana.

c.2. Bidang Keperawatan, terdii dari Keiompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksans,

c.3. Bidang Pemunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

d Waki Direk tir Pendidikan dan Mengembangan Muty, terdin atas
d.1. Bidang Pendidikan dan Penelittan, terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

d.2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran. terdiri dan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.




e Komite
f Satuan Pemeriksa Intermal.
g Instalasi.

(2) Bagan susunan organisasi OUBK RSUD Kelas B sebagaimana

dimaksud pada ayal (1}, tercantwn datain lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berilkut :

(1)

(2

Bagian Kedua
Susunan Organisasi UOBK RSUD Kelas C
Pasal 10

Susunan organisasi OUBK RSUD Kelas C, terdirt dari:

a Direktur,

b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

b.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
b.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Medik, terdiri atas :

c.}. Seksi Pelayanan Medik.
¢.2. Sekzi Pengembangan Pelayanan Medik.

d. Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik, terdiri atas :
d.l. Seksi Penunjang Medik dan Sarana Prasarana Medik.
d.2. Sekst Penunjang Non Medik dan Sarana Prasarana Non Medik.

e Bidang Keperawatan, terdiri atas :

e.l. Seksl Pelayanan Keperawatan,
d.2. Seksi Pengembangan Keperawatan.

f. Komite.

g Satuan Pemeriksa Internal.

i [nstalasi.

i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan susunan organisasi OUBK RSUD Kelas C sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran [l yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga




(1)

]

Susunan Organisasi UOBK RSUD Kelas D
Pasal 11
Susunan organisasi QUBK RSUD Kelas D, terdiri dari :
a Direktur,
b. Sub Bagian Tata Usaha.
c. Sekst Pelayanan Medik dan Keperawatan.
d. Seksi Pelayanan Penunjang.
€ Komite,
f. Satuan Pemeriksa Internal.
g. Instalasi.
h Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan susunan organisasi (OUBK RSUD Kelas D sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Ilampirtan [ vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan BAB IX, ESELON DAN KEPEGAWAIAN, Bagian Kesatu, Eselon,
Pasal 27 ayat (1, {2), (3] dan ayat [4} diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1}
(2)
(3)

(1)
(2

(3)

BAB [X
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu

Eseion

Pasal 27
Direktur RSUD Kelas B, merupakan jabatan eselon TLb atau jabatan
pimmpinan tinggi pratama.
Direktur RSUD Kelas C, merupakan jabatan eselon HLa atau jabatan
administrator.

Direktur RSUD Kelas D, merupakan jabatan eselon lll.b atau jabatan
administrator,

Pasal 28

Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B merupakan jabatan struktural
eselon [lla atau jabatan administrator,

Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Kelas B dan Kelas C,
merupakan jabatan struktural eselon llib atau jabatan administrator.
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Kelas C dan Kelas D
meripakan jabatan esejon 1Va atau jabatan pengawas.



6 Ketentuan BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 28, disisipkan ! {satu)
pasal vakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28A

Penvusunan Rencana Strategis (Renstra] OUBK R3UD menyatu dengan
Renstra Dinas Kesehatan.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 10 November 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd;r‘zap_

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Clanjur
pada tanggal 11 November 2023

SEKRETARIS Qm\gupmm CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 369
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